PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

GUBERNUR BAL]J,

bahwa beberapa Peraturan Daerah Provinsi Bali materi
muatannya bukan lagi merupakan kewenangan Provinsi;
bahwa beberapa Peraturan Daerah Provinsi Bali yang materi
muatannya tidak sesuai lagi dengan isi serta jiwa Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud
dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah
Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999.

Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
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PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

Pasal 1

Mencabut beberapa Peraturan Daerah sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Daerah Nomor 47/PD/DPRGR/1970 tentang Seleksi dan Kastrasi /
Pilihan dan Kebirian Sapi-sapi Jantan (Lembaran Daerah Tingkat I Bali Tahun 1972
Nomor 120);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Penyatuan dan
Penghapusan Desa ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982
Nomor 18 Seri D Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tata Cara Penyerahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 19 Seri D Nomor 19);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga
Musyawarah Desa ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982
Nomor 20 Seri D Nomor 20);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ( Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 21 Seri D Nomor 21);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan,
Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 42 Seri D Nomor 42);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 113 Seri D Nomor 112);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pungutan Desa ( Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 114 Seri D Nomor 113);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyusunan Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 115 Seri D Nomor 114);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Kota-kota Lain Diluara Wilayah
Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Ibukota Kabupaten dan Kota Administratif
dapat dibentuk Kota Kelurahan ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun 1984 Nomor 116 Seri D Nomor 115);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan
Kepala Desa/Kepala Kelurahan ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun 1985 Nomor 10 Seri D Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengawasan Atas Jalannya
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ( Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 11 Seri D Nomor 11);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Usaha Losmen (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 123 Seri D Nomor 132
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988
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(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 125 Seri D
Nomor 124);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Usaha Rumah Makan ( Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 126 Seri D Nomor 125);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Bar (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 212 Seri D Nomor 211);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1989 tentang Usaha Penginapan Remaja
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 82 Seri D
Nomor 251);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1989 tentang Usaha Pondok Wisata ( Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 254 Seri D Nomor 251);
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Provinsi Bali dibidang Kepariwisataan kepada Kabupaten Daerah
Tingkat II se Bali ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990
Nomor 245 Seri D Nomor 242);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Provinsi Bali dibidang Pertanian kepada Kabupaten Daerah Tingkat II
se Bali ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 252
Seri D Nomor 249);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Provinsi Bali dibidang Perkebunan kepada Kabupaten Daerah Tingkat
IT se Bali ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 247
Seri D Nomor 244);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Provinsi Bali dibidang Perikanan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II
se Bali ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 246
Seri D Nomor 243);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Provinsi Bali dibidang Peternakan kepada Kabupaten Daerah Tingkat
I se Bali ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 267
Seri D Nomor 264);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan PBB
Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta Pemberian Sumbangan
Pembangunan Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ( Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 240 Seri D Nomor 239);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kelurahan ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor
95 Seri D Nomor 92);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 96 Seri D nomor 93);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Bali (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 386 Seri C Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Berotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 174
Seri B Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Provinsi Bali dibidang Tenaga Kerja kepada Kabupaten Daerah
Tingkat II se Bali kecuali Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 2000 Nomor 30 Seri D Nomor 30);
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Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Mutu
Hasil Perikanan untuk Ekspor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 312 Seri B Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 166 Seri D Nomor 163);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Provinsi Bali dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan
Umum, Pariwisata, Kebudayaan, Perikanan, Kehutanan kepada Daerah Tingkat II
se Bali kecuali Kabuapten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Propinsi
Bali Tahun 1998 Nomor 31 Seri C Nomor 31);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pengaturan, Perijinan,
Pengawasan, dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 35 Seri C Nomor
4);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukkan
Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1999 Nomor 175 Seri B
Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir
Penyelenggaran Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000
Nomor 83 Seri D Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penimbangan Kendaraan
Angkutan Barang (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 80 Seri B
Nomor 3);

Pasal 11

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Maret 2004

GUBERNUR BALI
ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

INYOMAN YASA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

I. UMUM

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah lebih ditekankan pada prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini menempatkan
otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten/Kota dan berkedudukan
sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk
membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi
masyarakat.

2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka
beberapa Peraturan Daerah Provinsi Bali dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan isi dan jiwa Undang-undang dimaksud dan bukan merupakan
kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas
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